
Nomor s Tahun 1962 tentang Perusahaan 
2. Undang-Undang 

Dae rah; 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil 
guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; 

: a. bahwa guna mengingkatkan tertib administrasi dan laporan 
keuangan · Perusahaan Daerah se Kota Magelang, perlu ad any a 
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan; 

Menimbang 

N 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
3. Undang-Undang omor 

Peraturan Perundang-undangan; 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Undang Nomor 

4. Undang- 
1 

h d'ubah beberapa kali terakhir dengan 
·mana tea I 

oaerah sebagai 12 Tahun zoos tentang Perubahan 
d Norn or Undang-Un ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Undang-Undang 
Kedua Atas 

·ntahan oaerah; Pemen 

WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR : «t TAHUN 2009 

TENT ANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
PERUSAHAAN DAERAH 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 



K 
t Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

13 Peraturan oaerah O a . . · · n perusahaan Daerah Air Mmum Kota 
Organ dan Kepegawa,a 

Magelang; 

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 

Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 

Air Minum Kotarnadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Magelang Nornor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan oaerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Magelang 
Nomor 

270 
Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 

. . K t rnadya oaerah Tingkat II Magelang; 
Air Minum o a 

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Magelang Tahun 2009; 

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Magelang; 

8. Peraturan Daerah p . . rovnsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sadan 
Kredit Kecamatan (PD BPR . BKK) d1 Provinsi Jawa Tengah; 

7. Peraturan Daerah K p ota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
erusahaan Daerah Perbengkelan; 

6. Peraturan Daerah K t 
Perusahaan D o a Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

aerah Percetakan · 
' 

5. Peraturan p . emenntah Norn 
Pengelolaan K or SB Tahun 2005 tentang 

euangan Daerah: 
' 



6. 

5. 

3. 

4. 

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Walikota adalah Walikota Magelang. 
Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 

Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kata Magelang, Perusahaan 

Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara. 
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Magelang dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Sadan Kredit Kecamatan Magelang Utara. 
Badan Pengawas adalah Sadan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Ma I h Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, 

ge ang, Perusahaan Daera 
B d D h Percetakan dan Sadan Pengawas Perusahaan 

a an Pengawas Perusahaan aera 

Daerah Perbengkelan. 

2. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN 
KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan D aerah Kota Ma ela 
Perusahaan Da g ng Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

erah Bank p k . er reditan Rakyat Bank Magelang; 

15. Peraturan Daerah K ota Magelang N Perusahaan 
O 

omor 13 Tahun 2009 tentang 
aerah Ob kw· ye tsata Taman Kyai Langgeng; 



Pasal 3 
(1) Jenis-jenis laporan keuangan Perusahaan Daerah terdiri dari : 

a. Laporan Bulanan; 
b. Laporan Tahunan; 
c. Laporan Pelaksanaan RKAP; 
d. Laporan Keuangan Publikasi; 

1 

k 
. ketentuan yang ber a u. diperlukan sesua 

e. Laporan lainnya yang t (l) huruf a adalah laporan 
. dimaksud pada aya 

(2) Laporan Bulanan sebagatmana Daerah setiap bulan terhadap APB 
·1 saha Perusahaan 

keadaan keuangan dan hast u . Perhitungan Laba Rugi beserta 
d' i dan Neraca, . . 

Perusahaan Daerah yang ter tr . k i dengan daftar nnoan pos-pos 
. . atif yang d1leng ap rekening-rekening adrnmistr 

Neraca dimaksud. d pada ayat (1) huruf b adalah Laporan (3 
· ana dimaksu kh · tahun buku yang l Laporan Tahunan sebagatm h n Daerah pada a tr 

-1 usaha Perusa aa Laporan Perubahan Keadaan Keuangan dan hasi . Laporan Arus Kas, 
. an Laba Rugi, Atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Perhitung . . · serta Catatan 

. dan KontinJens1 Ekuitas, Laporan Kom1tmen . 
t n pubhk. Yang telah diaudit oleh akun a 

BAB II 
LAPORAN KEUANGAN 

9. 

8. 

7, Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, Direksi 
perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, Direksi 
perusahaan Daerah Percetakan, Direksi Perusahaan Daerah Perbengkelan, Direksi 
perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Direksi Perusahaan 
paerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara. 

Laporan Tahunan adalan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan 
Laba Rugi untuk tiap akhir tahun buku yang yang telah diaudit oleh akuntan Negara 
atau Akuntan Publik. 

taooran Bulanan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan 
Laba Rugi yang dibuat setiap bulan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disingkat 10. 

APB Perusahaan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Perusahaan Daerah yang 
telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

- 



Pasal 4 

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) setiap bulan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas atau Badan 
Pengawas selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 

(2) Selain menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi 
Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib 
menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Kantor Bank Indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai 

dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(3) Tembusan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PD BPR BKK 
Magel u d. ik k pada Pemegang Saham Provinsi Jawa Tengah paling 

ang tara tsampat an e 
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan be~alan. 

Bagian Kesatu 
Laporan Bulanan 

BAB III 
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN 

(4) Laporan Pelaksanaan RKAP seb . 
. aga1mana dimaksud 

1aporan dan Dewan Pengawas pada ayat (1) huruf c adalah 
atau Badan Pen 

terhadap pelaksanaan Rencana K . gawas mengenai hasil pengawasan 
erja Anggaran Perusahaan oleh Direksi 

(S) Laporan Keuangan Publikasi seb . · aga1mana dimaks d 
Laporan Keuangan Interim dan t h u pada ayat (1) huruf d adalah 

a unan yang terdi · d · 
Rugi dan Laporan Komitmen d n an Neraca, Perhitungan Laba 

an Kontinjensi d · diurnumkan. ' an mformasi lainnya yang 

- 



Pasal 6 
(1) Direksi Perusahaan Daerah selain Perbankan wajib menyampaikan Laporan 

Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara lengkap 
dan benar kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 

tahun buku untuk mendapatkan pengesahan. 
(2) Direksi PD BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib 

menyampaikan Laporan Tahu nan kepada Walikota selambat-lambatnya 4 ( empat) 

bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan. 
(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi PD BPR Bank 

Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib menyampaikan Laporan Tahunan 

kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan bentuk dan tatacara yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 4 ( empat) bu Ian setelah 

berakhirnya tahun buku. 
(4) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

di .1 lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
anggap telah disahkan, apab1 a se . d' . l'kota tidak ada keberatan secara tertulls. 
itenmanya Laporan Keuangan oleh Wa I 

Bagian Ketiga 

Laporan Tahunan 

Pasal s 
(l) Dewan Pengawas dan Sadan p . engawas wajib men . 

RKAP sebaqairnana dimaksud d I yampa1kan Laporan Pelaksanaan 
. . a am Pasal 3 ayat ( 

senap akhir bulan Juni dan akhi b 1 
4) kepada Walikota Magelang 

. .. r u an Desember. 
(2) Selam kewajiban sebagaimana d' k nna sud pada ayat (3) 

Bank Pasar dan PD BPR BKK .. Dewan Pengawas PD BPR 
. . WaJ1b menyampaikan L 

sebaga1mana dirnaksud dalam P I aporan Pelaksanaan RKAP 
asa 3 ayat (4) kep d K 

setempat setiap akhir bulan Ju . d . a a antor Bank Indonesia 
ru an akh1r bulan Desemb . 

dan tata cara yang ditetapkan oleh 8 k 
1 

. er sesuat dengan bentuk 
an ndonesia. 

Bagian Kedua 
Laporan p I e aksanaan RKAP 



Pasal 9 
Walikota ini sepanjang mengenai teknis 

peraturan Ha1,ha1 
P 

Yang belum diatur dalam 
elaksa · 

naannya diatur oleh Direks1. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

(1) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan 
Daerah selain Perbankan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 

(PSAK) Perusahaan yang relevan. 

(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan 
Daerah Perbankan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 
yang relevan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dikirimkan kepada 

Walikota harus diketahui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas atau Sadan 

Pengawas Perusahaan Daerah. 

BAB IV 
BENTUK LAPORAN 

Pasal 7 

(!) Direksi PD BPR Bank Magelang d 
an PD BPR BKK 

rnengumumkan Laporan Keuangan P bl' . Magelang Utara wajib 
u 1kas1 sebagai . 

ayat (5) sesuai dengan bentuk da t mana d1maksud dalam Pasal 3 
n ata cara yang dlt t k 

dan melaporkannya kepada Kantor Ba k . 1 e ap an oleh Bank Indonesia 
n Indonesia setempat. 

(Z) Pengumuman Laporan Publikasi sebag . . 
secara berkala tiap triwulan (ti b 

I 
emana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

iga u anan) setiap akh' b 
dan Desember. ir ulan Maret, Juni, September 

Ba · 91an Keempat 
Laporan K euangan Publikasi 



BERIT A DAERL\H KOT A MAGE LANG TAHUN 2009 NOMOR 47 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 10 Desember 2009. 

H. FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 

pad a tanggal \O \) er; ew '1 er ,Jo l O 

,Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk 

g
an penempatannya dalam Serita Daerah K an pengundangan Peraturan Walikota ini 

den ota Magelang. 

Pasal 10 
wran Walikota ini mulai berlaku pada t . pera anggal d1undangkan. 


